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ABSTRAK

Dewasa ini kebutuhan masvarakat terhodap  lasilitas ATM  sangat
linggi.teretama dalam menunjang aktifitas dun mobilitas kehidupan masvarakat.
basyarakat menginginkan adanva transaksi vang begitu cepat, mudah dan aman
serta praktis, Kebutuhan masyarakat tersebul mendapat cespon positif dari
lembaga perbankan dengan menghadirkan fasilitas ATM yang tersedia pada
banyak tempat yang siralepis schingga mudah dijangkau oleh  masvarakat
pengeuna fasilitas ATM tersebur. Dengan adanya kemudahan penarikan tersebut
menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dana nasabah, karena ATM
sangal rentan memmbulkan kerugian bapi nassbah. Hal ini disebabkan karena
mesin ATM tidak dapat mendeteksi apakah penarik adalah orang yang berhak
atau tidak dalam melakukan transaksi, ditambah lagi kesulitan dalam proscs
pembuktian apakah telah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi
nasabah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut maka diperlukan adanya
jaminan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan antara lain
mengenai jaminan perlindungan hukum vang diberikan oleh Bank Magari kepada
nasabah pengguna kartu ATM. upaya apa yang dapat ditempuh oleh nasabah
apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah pemilik karty
ATM, dan kendala-kendala yang ditemui oleh nusabah dalam pengeunasn kartu
ATM.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
yakm memperhatikan noma-npoma hukum yang berlaku dan dibubungkan
dengan pelaksanaannya  dilapangan. Mengingar bahwa ketentuan khusus yang
mengatur mengenal kartu ATM ini belum ads, maka pelaksanaannya mengacu
pada Hukum Perjanjian yang terdapal pada Buku I KUNPerdata dan Undang-
Undang Nomaor 7 Tahun 1992 yang telah di perbaharui dengan Undang-Undangs
Momor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor & Tahun
1999 tentang perlindungan kKonsumen,

Dan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan babwa (1) pada Bank
Nagari tidak memberikan perlindungan secara Khusus  terhadap  nasabah,
khissusnya pengguna kartu ATM. Akan tetapi secara implisit perlindungan hukum
itu dapat ditemukan dalam perjanjian pembukasn ATM Bank Nagari(2) upava
hukum  yang depat ditempuh oleh nasabah jika terjadi peristiwa vang
menimbulkan kerugian bagi nasabah adalah upaya hukum admnisterasi dan upava
hukum melalui lembaga peradilan. (3) kerugian vang biasanva timbul dari
penggunaan kartu ATM disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pemegang karty
ATM seperti kartu hilang, rusak atau cacat dan nomor PIN yang terlupa.
Bedangkan kendala yang dihadapi adalah masalah-masalah teknis yang sepers
dapat disclesaikan oleh teknisi dari pihak Cord Cenrer Bank Nagari,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuanpan bank memiliki peranan yang sangat srategis dan
esensial dalam perkembangan perskonomian suatu negara, yaim dalam lalu
lintas pembayaran serta penvedisan  dapa  untuk  pembiavaan  dan
penvelenggaraan pembangunan. Peranan lembaga perbankan tersebur cidak
dapat dipisahkan dari tujuan perbankan nasional. Lembaga perbankan pada
dasamya berlwjuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertembuhan
ckonomi dan stabilitas pasional kearah peningkatan kesejabteraan ralvat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"

aebaga landasan perlumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
vang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1998
tentang [*erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (U Perbankan)
yang merupakan puncak dari kebijakan pemerintab di bidang perbankan,
Undang-Undang Perbankan ini diharapkan dapul mencegah penyelewenpan
serta memberikan solus1 yang tepat, adil dan efekif terhadap prakiek

perbankan di [ndonesia.

! Thomas Suvaimn dkk, Kalemfagaan Perfankan, PT, Gramendia, Jukarta, 1996 hlm. 3 ..
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Dengan kelvamya Undang-Undang Perbankan diatas secara langsung
ataupun lidak langsung telah menderong kegairahan pada sektor perbankan.
sehungga bank semakin berlomba-lomba dalam mengembangkan berbagai
jenis usaha dan jasa perbankan Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik
nasahah  sebanvak-banyaknya dalam rangka menghimpun dana  dar
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kembali pada
masyarakat dalam bentuk pemberian kredit perbankan.

Simpanan nasabah pada scbuab bank mempunyal kedudukan yang
sangal penting  dalam  menopang usaha dan kegiatan lembaga-lembaga
perbankan, oleh karena itu lembapa-lembaga perbankan terus berusaha
mengembangkan  usaha  dan  jasa-jasanya  agar  masyarakat  bersedis
menginvestasikan  dananya pada lembapa perbankan. i antara usaha
perhankan tersebut antara lain  adalah fasilitas dwthomatic Teller Machine
vang disingkat dengan ATM. Secara harfiah ATM dapat diartikan dengan
mesin kasir olomalis yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah
Anjungan Tunai Mandin, ATM merupakan fasilitas yang disediakan oleh
bank bagi kemudahan nasabahnya untuk dapat menarik simpanannya tanpa
melalui teller bank™.

Adanya fasilitas ATM felah memberikan berbagai kemudahan bagi
nasabah dalam menarik dana simpanannya kapan dan dimanapun tanpa terikat
dengan teller bank di mana wng i disimpan. Selain i karu ATM juga
dapat digunakan sebagai alat pembayaran vang sah pengganti uang dalam

* Muhammad Dyumbann, Akt Perbintarn df Indonesia, PT. it Aditea Bakti, Bandung, 2000
hilm 2




transaksi jual beli di tempat-tempat fertent, seperti di Mal, Super Marker,
Outlet busana, toko buku dan fain-lain scrta sebagai jaminan kredit perbankan.
Akan tetapi di sisi lain depgan adanva kemudahan penarikan simpanan
melalui ATM akan  menimbulkan kekhawatiran techadap keselamatan dan
keamanan simpanan nasabah. Hal ini dikarenakan pengounaan mesin ATM it
sangat rentan untuk menimbulkan kerugian bagl nasabah baik disebabkan oleh
sistim komputerizasi lembaga perbankan mavpun perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh pihak ketigaserta tidak dibarengi dengan jaminan
perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah vang bersanghutan.

Mengingat  kedudukan  nasabah  yang  begitu  penting, maka
sewajamyaleh nasabah mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang
memadai, yaite jaminan perlindungan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak
bank yang bersanghkucan.

Oleh karena masih lemahnyva perlindungan bukum terhadap nasabah
pemilik dan pengeuna ATM misalnva kartu ATM ini merupakan perpaduan
dari magnetik, elekironik, komputer satelit, vang secara murni tidak dapat
dikategorikan sebagai alat bukti seperti vang diatur dalam Pasal 1866 BW dan
belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengarur
tentang ATM ini. Sehingga menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk
mengetahui sejauhmana nasabsh pemilik dan pengguna ATM mendapatkan
jaminan perlindungan hukum atas fasilitas yang digunakan dan tindakan apa

vang dapat ditempub oleh nasabah bila terjadi perbuatan dan peristiwa yang
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merugikan nasabah. Kesemuanya uraian distas aken penulis ranckum dalam
tulisan penulis yang berjudul = PERLINDNUNGAN HUKUM TERHADAFP
NASABAH PENGGUNA KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(ATM) BANK NAGARI BPD CABANG INDARUNG PADANG &

Penulis mengkhususkan penelitian pada Bank Nagari Cabang Indarung
karena Bank Magari merupakan milik pemerintah dacrah yang memiliki
kinerja yang baik dan mendapat kepercayaan yang luas dar masyarakat . Hal
ini terbukti dengan semakin banyaknya masyvarakat yang mempercavakin
dananya pada Bank Nagari schingga sangat relevan apabila penelitian penulis

lakukan pada Bank Nagari Cabang Indarung,

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dani latar belakang masalah yvang telah penulis uraikan
diatas, maka penulis akan membatasi objek kajian yang diceliti dengan
tmembual perumusan masalab sebagai berikut ;

1. Apakah bentuk-bentuk perfindungan yang diberikan oleh pihak Bank

Magari kepada nasabah pengguna ATM 7

I-4

Upaya apa yang dapat ditempuh oleh nasabah untuk memperolch

perlindungan hukum bila wrjadi peristiwa vang merugikan nasabah?

fad

endala apa vang dihadapi oleh nusabah pengpuna kartu ATM Bank

Magan dan bagaimana penvelesaiannya®



BARB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
I, Bank Nagari dalam memberikan perlindungan hokum terhadap nasabah
pengguna kartu ATM tidaklah memberikan perlindungan yang spesifik
sifatoys, melainkan sama dengan nasabah pada bank lain secara
umumyn, maka perlindungan bukum terhadap nasabah dapat ditemukan
dalam materi perjanjian pembukaan kartu ATM Bank Nagari vaiw
dengan menerbitkan kartu ATM Bank Nagari yang dilengkapi dengan
Kode Pengenal Dirl atau PIN (Pervonal fdentification Number) yang
berbeda untuk setiap orang vang harus dijaga kerabasizannyva oleh
nasabah kepada siapapun. Jadi dengan memberikan PIN kepada orang
lainn sama artinya dengan memberi kemudahan bagi orang lain untuk

melakukan perbuatan yangdapat merugikan nasabah pemilik karm ATM,

rd

Upaya yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh nasababh apabila terjadi
suatu peristiwa yang menimbulken kerugian bagi nasabah ada dua
maenm yain - upayva hukum administeatif dan dan upaya hukom Htigasi,
Upaya hukum administratil baru dapat ditempuh apabila kerogiasn vang
dialami nasabah tersebur dikarenakan oleh kelalaian dan kesalahan Bank
Magar, Sedingkan upaya hukum litigasi ditempuh apabila terjadi
perselisiban antara pihak Bank Nagarl dengan nasabah yang ridak dapat

diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perundingan, atay kerugian

I
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vang menimpa nasabah ity discbabkan oleh perbuatan melawan hukum

vang dilukukan oleh pibak ketiga,

3 Dalam akiifitas penggunaan kartu ATM rerdapar beberapa kendala yang
dihadap: oleh nasabah pemilik kartu ATM, vailu ;

I} Karw ATM  hilang  vang mengakibatkan nasabah  tidak  bisa
melakukan transaksi penarikan dana melalui mesin ATM.

2) Karu ATM cacal atau mengalami kerusakan sehingga dilakukan
pembuatan karu ATM baru vang biavanva dibebankan kepada
nasahah.

3 Kartu ATM ditelan oleh mesin ATM dan nasabah harus melaporkan
hal tersebut kepada Card Center Bank Nagari untuk menjelaskan
penyebab - ditelannya kartu ATM lersebut dan  nasabah  dapal
mengambilnya kembali.

4t Tenadi transaksi penarikan dana melalui mesin ATM tetap angnya
tidak keluar. maka dalam hal ini nasabah dapat menghubungi Card

Center Bank Magari.

B. Saran-Saran
Eo Menurut hemat penulis hendaknya pemeriniah yang berwenang dalam hal
ini Mentet Kevangan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Gubernus
Bank Indonesia uniuk merumuskan dan mensyahkan sebual peraturan-
peraturan yang khusus mengatur tentang kartn ATM dan kariu- kartu

sejenisnya. Hal rersebut dikarenakan selama ini sering tedadi persoalan-
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persealan vang menimbulkan kerugian terhadap nasabah yang disehabkan
karena nasabah berada dalam posisi yvang tidak Mmengintungkan,

Dan bagi Bank Magari Jdiharapkan dapat membuat suaty perlindungan
hukum terhadap nasabah pengouna kary ATM vang sifatnyva tersendin.
sehingga dapat mengurangi kekhawatirum nasabah pengeuna fasilitas kar
ATM terhadap perbuatan vang dapat menimbulkan kerugian bagi nasahah,
Hal ini akan berdampak positit bagi kelangsunpan Bank Magari, karena
dapat menambah jumlab nasabah dar waku ke wakn,

Dan bagi nasabah pemilik kartu ATM dituniu azar lebth meningkatian
Kewaspadaan dan kehati-batian dalam mengeunakan fasilitas ATM dari
pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab vang pada akhimya

mengakibatkan timbulnyva kerugian bagi nasabah.
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